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PENDIRIAN MENENOAH PERTAMA (SMP) HOSANA
BEKOLAK
KECAMATAN RANCABUNGUR KASUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR
I dan p

g pendidiban d.auus hm; s iyl woris Ak
pelaksanuan wajib belajsr pendidikan dasar, periu membenkan
lain Pendirian Sekolah Mencngah Pertams (SMP) Hosans  yang
beviokasi di J1. Cagak RT 01 EW. 04 Cang Nangka No. 17, Desa

e + X Bogew:

b Bahwas berdassrkan pertimbangas dimaksud dalam
huruf s, pechi penetspan Xeputusan Bupsati Bogor leniang Imn
Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMF) Hosana.

dang - gaalang Namor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

\ :::uah o Lingk Jawa !-.u[ {Lembaran
Nogars Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor )

2. Undsng - Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

! (Lernh & Republik Ind ia Tahiin
2003 Nemor 78, Tambahan | Negaras
Tahun 2003 Nomor 4301}

3 Undang - Undang Namor 32 Tahun 2004 (entang Pemerintahan
Dasrah {Lemis Negara tahun 2004 Nomaor
128, L Negara Rep Ind; in Nomor
4437), sebogsi telah ipa kali diubah, khir dengan
Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedun ates Undang - Undang Nomaor 32 Tahun 2004 (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Namor 16 Tabun 2001 teniang Yayasan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4430);

§.  Peraturan Pemenniah Nomor 29 tahun 1990 tentang Peadidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Ind ahun 1990
Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3413)

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 whun 1998 (L wn Negara Rep Tahun
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3764);

4. Persturan Pemcrintab Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
N ! Pendidikan [Lembaran Negara Rep doncaia Yuhun
2003 Nomor 4]);
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KESATU : Memberi (zn kepada. ‘
! Nama Yayasan YAVARAN AGAFE HONANA ¢
Alamai : JLCagak RT 01 RW 04 Nmg Nungha No V7 i
Desa K R . \
Kabupaien Bogor '!
| Uniuk rkan dan akaun Sekolah Periama
| Swaatn :
| Nama : SMP MOSANA
| Alamat : JI.Cagak RT.01 RW. 04 Gang Nangha Mo 17,

Desa g
} Xastupaten Bogor
! Mulal Tabun Afarsn 1 2016/2017

ksud dalam diktum KESATU, berlaka

e d

. By i mermus k peraluran perundang-undangan
s ar ul cgistrasl) el
yang berlaku dan wagih dalt Jang setiap

Ll pelajaran  kepada Dadan
Tu-‘:m Batu Pinto hbuv Hogor, serla penyclenglala Alsu satusn
pendidikan harus

Menjamin pescria didik mﬂnpn}:l-h ﬂmﬂ:{lmnm w‘fﬁﬂ:
didik yang orang lus, limys t ey
xdidn:m peseria didik peodidikan khusus, atau peseris ik di
dacrah khusus;
b M dan/atsu sl pen) mutu pendidikan di
BEIUAD WLEU PO pendidikan dengan ber
anional Pendidikan.

¢ Memfasilitasl pembt lmnj kepada peserta didik yang
. memiliki potensi kecerdasan dan/msu bakal istimews untuk
mencapal prestasi puncak di bidang flimu pengetahuan, teknolog.
seni, dan/atau olahrsgs pada tingkst sstuan  pendidikan,

internasjonal,

d ban gk dan lak kan sisten informam peodidikan
pads satuan pendidikan yang berbaal 5 infi i dan
kamunikasi;

Menjamin  jumlah  dan  kualifikasi pendidikan  dan  tenagn

kependidikan scsuai dengan Standar Nasional Pendidikun.

[. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdirt di atas milik
sendirintas nama ysyasan dan mau carm lain yang scsusi dengan
peraturan / perundang-undangan yang bedaku, tidak senghketa, dan
tidak digunakan untuk lkegiatan lain selain  kegialan proscs
pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegatan pendidikan, sawmn  pendidilan
dimaksud pindsh alamat, berg dan atau dipindah '
kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;
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7. Feraturan pemcrinizh Nomor 38 Tahun 2007 ientang Pembagian
Urusan Pemerintahan antars Pemerintah, Femerintah Dacrah
Provinal dan Prmerintal Kabupalen | Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambuhan Lembaran
Negars Republik Indonesin nomor 4737),

8. Peraturan Pemeriotah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waji

B Wajib Bolujar
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2008 Nomor Qq,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomar 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Fendidikan (Lemb Negara  Republ
Indonesia tahun 2010 Nomor 23);

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudsyaan Republik Indonesta
Nomor 36 Tahwn 2014, 1emang Pedoman Pendirien, Perubahan,
dan Penutupan Satusn Pendidikan Dasar dan Menengah:

11, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkst Dacrah (Lembaran
Dasrah Tahun 2008 Nomor 91

12. Peraturan decrah Kabupaten Bogor Nomor | Tahun 2015 Tentang
Pemb kan Badan F modal dan Pelayanan Terpadu
Setu Pintu;

13. Keputusan Bupat Bogor Nomar 36 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian  Ke g P datang Dok

Adminstram Pelayanan Perinan Non Perimnan kepada Kepala
Saruan Kerja Perangkat Dacrah;

14 Per pati Bogor Nemer 28 Tahun 2005 Tentang Wajib
uk Percepatan Wapb Belgjar Pendidikan Sembilan
Tuhun paten Bogor,

15 Perwturan Bupatd Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama. dan Pencabutan lzin

16 Keputusan Bupati Bogor nomer 503/109/Kpts/PerUU/2015
tentang Pembidangsn Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan
Pemenfastan Ruang dan Bidang Prrizinan Operasional pada Badan
Penmnaman Modsl dan Pelayanan Terpadu Satu Pinmg.

I K ksl Presiden Nomior 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Pervepatan Wajib Belajar Pendidiken Dusar Sembilan Tehun dan
Pemberantasan Bula Aksara;
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Berita Acars Rapat gan [gn
Menengah Pertama (SMP) Swasta, tanggal 19 Oktober 2016,
3 mmmw-—.mmmum
Pertama [SMP) Swasta, Tanggal 19 Oktober 2016.

KEEMPAT : Dalam hal pe kegi P I ternyata tmbul kery,
terhadap pihak luin, alau pescria didik yung mengakibatkun l.nhn\tl.:;:
kegintan pendidikan, maks segala nsiko yang timbul scpenuhnaya

Sitmtaian s it WA P S prssak
KELIMA ¢ .Sepll ,...‘.,' pangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga, dan
L Epuins ni .\l.ik sengay maup tidak sehinggs
mm pirarie Knabup: Bogor, maka keputusan
KEENAM : K ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Oktober 2016

] Nl HASSA
O g greiviha Utima Muda
TMIP. 19621226 1990031004

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

Yth. Inapektur Kabupaten Bogor,

Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogar,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

Yth. Camat Rancabungur;

Yth. Kepala UPT Pendidikan XXXIV Kecamatan Rancabungur;
Yth. Kepala Desa Rancabungur.
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